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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR: 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwakeb{akanotonomiDaerahyangseluas-luasnyamembenkan
t*r,gJn penuh kepada tGhxlpaten lGtingan untrk mengatur

unrsan rumah tangga sendiri;

bahwadalamrangkamelaksanakanketentuanPasal42
Feraturan pemerintih Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorl5STahun2005'
iambahan Lernba.an itl"g"t. Republik lndonesia Nomor 4587)

perlu ditetapkan Peraluran Daerah tentang Pedoman

i'embentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

bahwa untuk melaksanakan maksud hunrf a dan huruf b diatas

p"rfrOit"trpkandenganPeraturanDaerahKabupatenKatingan'

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A02 @ntang Pembentukan

tGbupJten Katingan, Kabupaten Seruyan, tGbupatenLamandau'

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau' X4up't'-n Gunung

Mas,' Kabupaten Murung iaya dan Kabupaten Barito Timur di

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2002 Nomor ,18, Tambahan Lembaran Negara

Nomor4180);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peratur:an Penlndang-Urdangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2Oda Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Nomor4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2W tentang Pemerintahan

oaeran(LembaranNegaraRepubliklrdonesiaTarlfl20o4Ngnor
125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

Mengingat : 1.

b.

C.

2.

4. Undang=Undang Nomor 33 Tahun ru tefltar€ PermErgan

Keuanlan antara pemerintah PtJSat dan Pe.rE irdzh Daerah

ftemdran Negara Reptrlrlik lrdonesia Tahtn 2s4 Nornor 126

iambal-ran Lembar:an Negara Nornor **),
5. Perattn-an Pemerintah Nornor 25 Tahtrn 2000 brffirE tGuenargan

Penrerintah dan KsarenarYgan Provir6i s€bagai Dael-ah obr|om
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(Lembaran Negara Republik lrdonesra Tahun 200O Nomor 54
Tarrbahan Lernbaran Nega,-a Norryx 3952 );

Perdran Pernerintah hlornor 72 Tafu,frt 20O5 tentarg Desa
(Lernbaran Negara Repub{k lndonesia Tahun 2005 Nrnor 158.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45871:

Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Penerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4593).

Peratr.ran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daenah Otonoi'n ( Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 20O3 Nomor 3 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN T.IIEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perafuran Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
masyarakat Hukum _vang mempunyai batas daerah tettentu,
De:wena:q r.--,€njciJ- can mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut orakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
nrasyarcka dabn li..&;l Negara Kesatuan Republik lndonesia,

ursrr perrltetaggEra grrrienan daerah;

3- &.rpafi ada*ah Bt.pdi Xaxqaq
4- DPRD adddr Dermn Pentaktan Rakyat Daerah Kabupaten

Ka;rqarl
5- l<erandz,n adalah u/daydr kerja camatsebagai perangkat daerah

ftatrupaten

6.

7.

8.
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6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki batas-
batas wilayah yarg berwenang untuk mengatur dan nrergunrs
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesafu an Republik I ndonesia.

7 - Pernerintahan Desa adalah penyelenggamn urusan pernerintahan
c{eh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik lndonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyeleng g.a ra pemeri ntahan desa.

9- Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang
selanjuhya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Desa-

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam
rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa-

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN, JENIS DAN MUATAN MATERI

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas
pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e- kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f- kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 3

JenAs Perafur:an Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

a- Psatran Desa;
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b.

c.
Peraturan Kepala Desa: dan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Materi muatan Perafuran Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam
Engka penyelenggaraan Penrerintatnn Desa,
pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta
penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

(2\ Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran
pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran
pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
yang bersifat penetaPan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi-

BAB tII
PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa
dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 7

(1) Rancangan Perafuran Desa yang disusun oleh Kepala Desa
dimintakan persetujuan kepada BPD.

(2) Materi Rancangan Peraturan De- Ciajukan kepada BPD
selama 6 (enam) hari sebe:um :ia:a-.an F.apat untuk
mendapat persefujuan-

(3) Dalam memberikan Persdui{ran ffirran Desa. BPD
m€ngadakan Rapd yagffi ai: ry
213 (&:a pertiga) dan iunfah angqda

Pasal 8

(1) Rancangan Peratunan Desa dapat der*an seturrarq-
kurarEryra oleh 3 (tiga) orang atggc(a BPD-
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(2) N4aten rancangan Peraturan Desa dibahas dalam Rapai

Khusus BPD yang diadakan untuk itu-

(3) Penetapan Perah.ran Desa dilaksanakan sesuai ketentuan

Pasal 7 ayal (3) Peraturan Daerah iri-

Pasal 9
(1) Masyarakat berhak membenkan masukan baik secara

terttrlis maupun lisan terhadap Rancargan Perafuran Clesa.

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dapat dilakukan
dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa-

BAB IV
PEMBAHASAN

Pasal 10
Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11
Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah DeSa,

dapat ditarik kembati sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal '12

(1) Dalarn memberikan persetujuan Perafuran Desa, Keputusan
diambil dengan cara Musyawarah Mufakat.

(2) Apabila Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka
Keputusan diambii berdasarkan suara terbanyak (voting)-

Pasal 13
Apabila Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan
dari BPD maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan Revisi
untuk diajukan kembali.

Pasal 14
(1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa

jumlah Anggota BPD yang hadir tidak memenuhi quorum
nia:-E capel ditunda selama 1 (satu) jam sampai
terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) kuran Daerah ini.

A\ .Apab4a r (s:tr) jam ditunda, temyata Rapat belum juga
mffirrr q-surq rnaka Rapat ditunda pada hari
:gic-Er.*-a

(3) Apdaa snfe{atr ditnda 1 (satu) hari belum memenuhi
qrrqrrn, rrd€ Rapd tetap dilaksanakan.

(4) Rapat BFD Craei oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
dBdcsardsr Erbdca tnbrk umum-

156



Pasal 15

dan Aefaqa Desa' pungutan dan penataan n'ang yartg tdah

drsetujui be.sa*a-dengan BPD. sebelum drtetapkan oleh

<epataD".rpalinglama3(tiga)ttaridisampaikanoleh
(epala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi'

,:) Hasil evaluasi rancar€an Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat 1i1 aisampaikan oleh Bupati kepada

Kepata Desa p"iing 
'lama 20 (dua puluh) hari sejak

Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima'

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

oiniJtsuo pada ayat (2), Kepala Desa dapat mgnetapkan

RancanganPeraturanDesatentangtggaranPendapatan
dan Belinja Desa (ApB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 16

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 'Anggaran"

Pendapatan dan dehnja Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal iS Oapat didelegasikan kepada Camat'

BAB V
TATA CARA PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 17

(1) Rancangan Peraturan Desa yang tetah disetujui.bersama oleh

Kepala Desa dan BpD dilampaikan oleh Pimpinan BPD

kepadaKepalaDesauntukditetapkanmenjadiPeraturan
Desa.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana

cjimaksud pada ayat lttoitaruran dalam jangka waktu paling

tambat 7 (tujuh)' naii' terhitung sejak tanggal persetujuan

t=iSama-

Pasal 18
: - - -,ai Pe:aiu:ar, Ctesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

-: 1 dir=tapkan oleh Kepatj Oesa dengan membubuhkan
'=- -: --=:,*5a:i calar, Jangb waKu paling lambat 30 (tiga puluh)

-=r:<=,?kane'..nar.',aRarenganPeraturanDesatersebut.

Pasal 19
: 

=-=-._-=_^, 
Dese $aF rnencartrnkan batas waktu penetapan

c,elaksanaart
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Pasal 20

('l) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku
dan rnernpunyai kekuatan trukrrn l(ang rnengikat, kecuali
ditentukan lain didalam Peratr-ran Desa tersebut

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh berlaku surut.

BAB VI
PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 21
Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada
BupatiM/atikota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan
pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan-

lasal22
Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib

disebaduaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa'

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan

mengawasi Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan Desa,

Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa-

(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan pedoman teknis penyusunan dan pelaksanaan

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepata Desa,

b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan
Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

c. memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi penyusunan
dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa,

(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) meliputi :

a- menfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

b- menfasilitasi bimbingan. suvervisi dan konsultasi penyusunan
dan petaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa;
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Perattrran K@ala Desa dan

X"futr.un Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Menteri

D;ir; Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman

pembentukin dan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan. Daerah ini' maka ketentuan-

ketentuan lain yang bertentangin dengan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tidak berlaku

Pasal 26

Hal-halyangbelumdiaturdalamPerafuranDaerahinisepanjang
*Lng.n"i -petaksanaannya akan .diatur lebih lanjut dalam

Peraluran dan atau Keputusan Bupati Katingan'

Pasal2T

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan

pJnfrnArngun Peraturin Daerah ini dengan penempatannya

dala-rn Lembaran Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli -2007

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Juli 2OO7

Plt: SEK.R ETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NAGAENTAR il. SALOH, BE,SE-

t... LEMBARATOacnnH KABUPATEN I(ATINGAT{ TAI-IUN zWT NGIIOR : 12
t\ 

.''-l _-\*---_--

t.

I

\'

1?e '

ATI KATINGAN,


